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PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR  

NOMOR 5 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR, 

Menimbang    :  a. bahwa sebagai bentuk penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa maka 

perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa 
yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan 

pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang 

meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat 

Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat 
dan mendesak Desa untuk sebagai pedoman 

pelaksanaan desa selama 1 (satu) tahun;   

  b. bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

miskin ekstrem harus dilaksanakan secara terpadu 
dan berkelanjutan melalui tiga strategi utama yaitu 

penurunan beban pengeluaran masyarakat, 

peningkatan pendapatan masyarakat dan 

meminimalkan wilayah kantong kemiskinan; 

  c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian 
pembangunan, perlu didukung dengan Data yang 

akurat, mutakhir,  terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan 
dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, 

terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan satu data 

Desa; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf 
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rambah 

Tengah Hilir Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Republik    Indonesia    Nomor 53 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan 
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
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Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6573); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

7. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indoensia 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 199); 

8. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 42 Tahun 

2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

100); 
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9. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 83 Tahun 

2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

188); 

10. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 39 Tahun 

2019 tentang Satu Data Indoensia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

11. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 72 Tahun 

2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

12. Instruksi   Presiden  Nomor   1    Tahun  2017  tentang  

Gerakan   Masyarakat Hidup Sehat; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan 

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013,  Nomor 1318); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014,  Nomor 2091); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek 

Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016,  Nomor 300); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014,  Nomor 1037); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang 

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna 
dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017,  Nomor 1810); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017,  Nomor 

1444); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019,  Nomor 

1455); 

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019,  Nomor 1203); 

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman 
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Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019,  Nomor 1262); 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021,  

Nomor 1633);  

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan 

dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa 

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021,  Nomor 

252);  

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana  Desa Tahun 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021,  Nomor 961);  

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2016 Nomor 3); 

27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6); 

28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 

tentang Susunan Organasi dan Tata kelola Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 27); 

29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59); 

30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan 

Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33); 

31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 
Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat 

Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 

Nomor 52); 
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32. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 

Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintah Desa  di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26); 

33. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 

Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja 

Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 

Nomor 27); 

34. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 

Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan 

Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan  Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 

tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57); 

35. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60); 

36. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan 

Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 

Nomor 61); 

37. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2021 Peran 

Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi 
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 

2); 

38. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 

Pedoman Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2020 Nomor 35); 

39. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa 

Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5); 

40. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 

2021 tentang tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

(Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 5 Nomor 

2021); 

41. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Desa 

Rambah Tengah Hilir Tahun 2022 (Lembaran Desa 

Rambah Tengah Hilir Tahun 2021 Nomor 12); 

42. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 2 Tahun 
2021 tentang tentang Sumber Sumber dan Penggunaan 

Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa 

Rambah Tengah Hilir Tahun 2022 Nomor 2); 
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43. Peraturan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 Tahun 2022 (Berita Desa 

Rambah Tengah Hilir Tahun 2022 Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR 
dan 

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :    PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud: 

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pasir Indah. 

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 

RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
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9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, 
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa. 

11. Kemiskinan ekstrim atau kemiskinan absolut adalah suatu kondisi yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air 

minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan 

informasi. 

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan Desa. 

14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 

pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan 
oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, 

dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial. 

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah danprioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

16. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan 

data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan 

berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan 
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 

17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang 

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, 
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa. 

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
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21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus (DAK). 

23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 

24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan 

hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna 
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis 

usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

25. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

26. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang 

menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari 

susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa 
masyarakat Desa. 

27. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau 

sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

29. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 

PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

30. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. 

31. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan 

bidangnya. 

32. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan 

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 

33. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis. 

34. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 



 
 
9 
 

topan, dan tanah longsor. 

35. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, 

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

36. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah   
kegiatan   pemberdayaan   masyarakat Desa, khususnya yang miskin 

dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan 

pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk 
memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi     

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

37. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat 

kekurangan gizi  kronis terutama  pada  1.000  Hari  Pertama  

Kehidupan  (HPK). 

38. Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi 

terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, 

penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. 

39. Intervensi gizi sensitif adalah kegiatan tidak langsung untuk mengatasi 

stunting yang mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarana 
sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, 

peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan 

anak serta peningkatan akses pangan bergizi. 

40. Kader  Pembangunan Manusia  (KPM)  adalah warga masyarakat  Desa  
yang dipilih melalui  musyawarah   Desa  untuk  bekerja   membantu   

pemerintah Desa   dalam    memfasilitasi    masyarakat   Desa   dalam    

merencanakan, melaksanakan   dan  mengawasi  pembangunan   

sumberdaya  manusia  di Desa. 

41. Rumah  Desa  Sehat   (RDS)   adalah  sekretariat  bersama  bagi  para 

pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di 
bidang kesehatan,  yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, 

pusat   penyebaran   informasi    kesehatan    dan   forum    advokasi 

kebijakan  di bidang kesehatan. 

42. Konvergensi Pencegahan Stunting adalah sebuah pendekatan intervensi 

yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada 

target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk 

mencegah stunting. 

43. Laporan Konvergensi Desa (scorecard) adalah laporan konvergensi 

pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 Hari 

Pertama Kehidupan (HPK).  

44. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga 

pemerintah non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan 

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. 

45. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk 

percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

46. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, 
verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif 

kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa 

yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan 
Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan 

sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan 
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Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang 

menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa. 

47. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan 

data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan 

secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan 
perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan 

menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis 

Pembangunan Desa. 

48. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat 

kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan 

tahun 2030. 

49. Indeks Desa Membangun Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks 

Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan 

Ekologi Desa.  

50. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hakndasar penduduk Desa, 

dialami oleh laki-laki dan perempuan, bersifat multidimensi dengan 
karakter lokal Desa yang kuat. 

 

BAB II 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 

Pasal 2 

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: 

a.  pendataan Desa; 

b.  perencanaan Pembangunan Desa; 

c.  pelaksanaan Pembangunan Desa; dan 

d.  pertanggungjawaban Pembangunan Desa. 

(2) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

(3) SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan 

untuk mewujudkan 18 SDGs Desa yakni : 

1. Desa tanpa kemiskinan;  

2. Desa tanpa kelaparan; 

3. Desa sehat dan sejahtera;  

4. pendidikan Desa berkualitas;  

5. keterlibatan perempuan Desa;  

6. Desa layak air bersih dan sanitasi; 

7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;  

8. pertumbuhan ekonomi Desa merata;  

9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  

10. Desa tanpa kesenjangan;  

11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;  

12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 
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13. Desa tanggap perubahan iklim;  

14. Desa peduli lingkungan laut;  

15. Desa peduli lingkungan darat; 

16. Desa damai berkeadilan;  

17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan  

18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif 

 

BAB  III 

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA 

Pasal 3 

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. 

2. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari 
pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan 

rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten. 
3. Penetapan prioritas penggunaan APB Desa disesuaikan dengan 

peraturan tentang prioritas pengunaan masing-masing sumber 

pendanaan. 

4. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa 
5. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. 

 

 
Pasal 4 

 

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa 

dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. 

2. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan 

daftar usulan RKP Desa. 

3. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati 

rancangan RKP Desa. 

4. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan 

Desa, dan unsur masyarakat. 

5. Rancangan RKP Desa  memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan 

darurat dan mendesak Desa. 

6. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati 

bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk 

ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa. 
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BAB IV 

SISTIMATIKA PENULISAN 

Pasal 5 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Indah tahun 2023 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

1.2.  Landasan Hukum 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

 

 BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

2.1. Pendapatan Desa 

2.2. Belanja Desa 

2.3. Pembiayaan Desa 

 

BAB III.  EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

3.5. Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak Desa 

 

BAB IV.  PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 

4.1. Prioritas Masalah 

4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa 
4.3. Prioritas Program Pembangunan melalui Kerjasama 

Antar Desa dan Pihak ke Tiga 

4.4. Prioritas Program Pembangunan Skala 

Kecamatan/Kabupaten/Provinsi 
4.5. Rencana Pelaksana Kegiatan dan Pengadaan Tenaga Ahli 

 

BAB V.   PENUTUP 

 

BAB V 

PERUBAHAN RKP DESA 

Pasal 6 

(1)  Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal: 

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, 
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang 

berkepanjangan; atau 
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